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LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR : 37 TAHUN : 1986__________ SERI D__________ NO. 33

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 3 TAHUN 1986

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG 
DINAS PERBURUHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelak­
sanaan tugas-tugas Dinas Perburuhan Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah, perlu dibentuk Cabang Dinas ;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 274 tahun 1982, dipan­
dang peralu menetapkan Susunan Organisasi dan
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SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG 
DINAS PERBURUHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
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Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelak-
sanaan tugas-tugas Dinas Perburuhan Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah, perlu dibentuk Cabang Dinas; 

h. bahwa sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 274 tahun 1982, dipan­
dang peralu menetapkan Susunan Organisasi dan 
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Tatakeija Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- 
pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pem­
bentukan Propinsi jawa Tengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1958 tentang 
penyerahan Kekuasaan tugas dan Kewajiban mengenai 
Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan 
Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur 
kepada Daerah-daerah;

4. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 18 tahun 1958 
tentang Cara Pelaksanaan Penyerahan Kekuasaan, 
Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan 
Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja 
kepada Penganggur kepada Daerah-daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 
1977 tentang Pola Organisasi-Pemerintah Daerah dan 
Wilayah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 
1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Or­
ganisasi dan Tatakeija Dinas Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 tahun 
1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Or­
ganisasi dan Tatakeija Cabang Dinas Daerah Tingkat 
i;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 1 tahun 1981 tentang Susunan Or­
ganisasi dan Tatakeija Dinas Perburuhan Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah.
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Mengingat: 

Tatakerja Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah. 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahon 1974 tentang Pokok­
pokok Pemerintahan di Daerah ; 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pem­
bentukan Propinsi jawa Tengah ; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1958 tentang 
penyerahan Kekuasaan tugas dan Kewajiban mengenai 
Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan 
Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Pe~ 
kepada Daerah-daerah ; 

4. Peraturan Meoteri Perburuhan Nomor 18 tahun 1958 
tentang Cara Pelaksanaan Penyerahan Kekuasaan, 
Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan 
Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja 
kepada Penganggur kepada Daerah-daerab ; 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 
1m tentang Pola Organisasi-Pemerintah Oaerab dan 
Wilayab; 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tabun 
1m tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Or­
ganisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 tabun 
1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Or­
ganisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat 
I; 

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 1 tahun 1981 tentang Susunan Or­
ganisasi dan Tatakerja Dinas Perburuhan Propinsi 
Daerab T'mgkat I Jawa Tengah. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah. 
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MEMUTUSKAN;

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA 
CABANG DINAS PERBURUHAN PROPINSI 
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

b. Dinas Perburuhan adalah Dinas Perburuhan Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

c. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah 
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se 
Jawa Tengah;

d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perburuhan 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai unsur 
pelaksana Dinas Perburuhan.

BABU

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Cabang Dinas yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan 
Daerah ini adalah Cabang Dinas sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah ini.
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MEMUTUSKAN; 

PERATURAN DAERAHPROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA 
CABANG DINAS PERBURUHAN PROPINSI 
DAERAH TING.KAT I JAWATENGAH. 

BABI 

u:mNTUANUMUM 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

a. Gubemur Kepala Daerah adalah Gubemur Kepala 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 

b. Dinas Perburuhan adalah Dinas Perburuhan Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah ; 

c. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerab aclalab 
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il se 
Jawa Tengah ; 

d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perburuhan 
Propinsi Daerah T'mgkat I Jaw.a Tengah sebagai unsur 
pelaksana Dinas Perburuhan. 

RABIi 

PEMBEN11JKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pual2 

(1) Cabang Dinas yang telah di"bentuk sebelum berlakunya Peraturan 
· Daerah ini adalah Cabang Dinas sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah ini. 

s 



4

(2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi 
wilayah kerja dan berkedudukan di Kabupaten/Kotamadya Daerah 
Tingkat II sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisah dengn Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Perburuhan yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Per­
buruhan.

(2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas:

a. Melaksanakan tugas Dinas Perburuhan di wilayah kerja yang menjadi 
tanggung jawabnya, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 
Kepala Dinas Perburuhan;

b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh 
Kepala Dinas Perburuhan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 
Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pem­
binaan, serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas Perburuhan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;

b. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;
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(2) CabatlgDinas scbapnnana cfimaksud pada ayat (1) pasal ini •liputi 
wayah kcrja dan bcrkcdudubn di Kabupatcn/Kotamadya Daerah 
Tmgtat II sebagaimana dmam Lampirao yang merupakan bagiaa yang 
tidak terpisah denp Peraturaa Daerah iDi. 

Pasal3 

(1) Cabang Dina& adalab unsur pclabana Dmas Perburuhan yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Per• 
buruhan. 

(2) Cabang Dinas dipimpin oleh seoraag Kepala Cabang Dinas. 

Pual4 

Cabang Dinas mempu.nyai tugas : 

a. Melaksanakan tugas Dinas Perburuhan di wilayah kerja yang menjadi 
tanggung jawabnY3t berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 
Kepala Dinas Perburuhan ; 

b. Mel.aksanakan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh 
Kepala Dinas Perburuhan. 

Untuk menyelenggarakan togas sebagaimana dim.aksud dalam pasal 4 
Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempu.nyai fungsi : 

a. Pelaksanaan kebijaksanaan teJmis, pemberian bimbingan dan pem­
binaan, serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Kepala Diaas Perburuhan berdasark:an ~raturan 
perundang-undangan yang berlaku ; 

b. Pelabanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan 
perundang•u.ndanpn yang berlaku ; 

c. Pengarnaoao dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugasnya sesuai 
dengan kebijaJcsanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perbtuuhan 
berd~kan peru.ndang-undangan yang berlaku ; 
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d. Pengurusan Tata Usaha Cabang Dinas.

B A BIII

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

a. Kepala Cabang Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Kesejahteraan Buruh;

d. Seksi Kesejahteraan Penganggur dan pemberian Kerja kepada para 
penganggur;

e. Seksi bina Program.

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimak­
sud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat- 
menyurat, kearsipan, ekspedisi, ketatalaksanaan, pengelolaan 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, 
penyelenggaraan perijinan, pengumpulan data, dan penyusunan 
laporan.

7
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d. Pengurusan Tata Usaha Cabang Dinas. 

BABIII 

ORGANISASI 

Pasal6 

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari : 

a. Kepala Cabang Dinas ; 

b. Sub Bagian Tata Usaha ; 

c. Seksi Kesejahteraan Buruh ; 

d. Seksi Kesejahteraan Penganggur dan pemberian Kerja kepada para 
penganggur ; 

c. Seksi bina Program. 

Pasal 7 

Kcpala Cabang Dinas mcmpunyai tugas dan fun~i sebagaimana dimak­
sud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini. 

Pual8 

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mclaksanakan urusan surat­
menyurat, kearsipan, ekspedisi, ketatalaksanaan, pengelolaan 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah langga, 
penyelenggaraan perijinan, pengumpulan data, dan penyusunan 
laporan. 
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Phsal9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

a.
daan, ekspedisi, dan kepustakaan;

b. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

e. Penghimpunan peraturan perundang-iindangan dibidang ketenagaker­
jaan ;

f Pelaksanaan ketatalaksanaan dan penyusunan laporan;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas

Pasal 10

(1) Seksi Kesejahteraan Buruh dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Uabang Dinas.

(2) Seksi Kesejahteraan Buruh mempunyai tugas melaksanakan pem­
binaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha-usaha kesejahteraan 
pekerja, serta menjalin keijasama dengan organisasi-organisasi Peker­
ja, Pengusaha, Profesi lain yang terkait, Instansi dan Lembaga yang ada

Pasal 11

Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 
ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Buruh mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data usaha kesejahteraan
pekerja;

8
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Pual9 

Untuk menyclenggarakan tugas sebagairnaoa dimabud dawn Pasal 8 
ayat (2) PeraturanDaerah~Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumeotasi, pcnggan-
daan, ekspedisi, dan kcpustakaan ; 

b. Pelaksanaan pengelolaao kepegawaiao ; 

c. Pelaksanaao pengelolaao keuaogan ; 

d. Pelaksanaan pengelolaao perlengkapan dan perawatan materiil ; 

e. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakcr­
jaan; 

f. P'elaksanaan ketatalaksanaan dan penyusunan laporao ; 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas 

PasaJlO 

(1) Seksi Kesejabteraan Buruh clipimpin oleh seorang Kepa)a yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas. 

(2} Seksi Kesejahteraan BWllh .mempunyai tugas melaksanakan pem­
binaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha-usahakesejahteraan 
pekerja, serta menjalin kerjasama dengan orgaoisasi-organisasi Peker­
ja, Pengusaha, Profesi lain yang terkait, lnstansi dan Lembaga yang ada 
hubungannya dengan masalah ketenaga kerjaan. 

Pasal11 

Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 
ayat (2) Peraturan Daerah ini. Seksi Kesejahteraan Buruh mempunyai fungsi: 

a. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data usaha kesejahtcraan 
pekerja; 
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b. Penyiapan petunjuk untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan kesejahteraan pekeija;

c. Pelaksanaan kordinasi dan keijasama dengan Organisasi-organisasi 
pekerja, Pengusaha, profesi lain yang terkait, Instansi, dan lembaga 
yang ada hubungannya dengan masalah ketenagakerjaan;

d. Penampungan masalah-masalah perselisihan industrial;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang 
Dinas.

Pasal 12

(D Seksi Kesejahteraan Penganggur dan pemberian kerja kepada Pe­
nganggur dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan ber­
tanggung jawab kepada Cabang Dinas.

(2) Seksi Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Pe­
nganggur mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data pe­
nganggur, mengadakan pembinaan, penyuluhan, pemberian 
kesejahteraan kepada kaum penganggur, pengumpulan data informasi 
pasar kerja, pengelolaan, dan pemberian kerja darurat kepada pe­
nganggur.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Penganggur dan Pem­
berian Kerja kepada Penganggur mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penganggur ;

b. Penyiapan petunjuk untuk mengadakan pembinaan dan penyuluhan 
kepada penganggur;

c. Pemberian bantuan sosial kepada kaum penganggur;

d. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi pasar kerja;

9
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b. Penyiapan petunjuk untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan kesejabteraan pekerja ; 

c. Pelaksanaan kordinasi dan kerjasama dengan Organisasi-organisasi 
pekerja. Pengusaha, prof esi lain yang terkait. Instansi, dan lembaga 
yang ada hubungannya dengan masalab ketenagakerjaan ; 

d. Penampungan masalah-masalab perselisihan industrial; 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang 
Dinas. 

Pasal.12 

(1) Seksi Kesejabteraan Penganggur dan pemberian kerja kepada Pe­
nganggur dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan ber­
tanggung jawab kepada Cabang Dinas. 

(2) Seksi Kesejahteraan Penganggur dan PembGrian Kerja kepada Pe­
nganggur mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data pe­
nganggur, mengadakan pembinaan, penyuluban, pemberian 
kesejahteraan kepada kaum penganggur, pengumpulan data informasi 
pasar kerja, pengelolaan, dan pemberian kerja daturat kepada pe­
nganggur. 

Pasal 13 

Untuk menyelenggarabn tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejabter:tan Penganggur dan Pem­
berian Kerja kepada Penganggur mempunyai fungsi : 

a. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penganggur ; 

b. Penyiapan petunjuk untuk mengadakan pembinaan dan penyuluhan 
kepada penganggur ; 

c. hmberian bantuan sosial kepada kaum penganggur ; 

d. Peagumpulan, pengotahan dan penyajiaa data informasi pasar kerja; 
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e. Pelaksanaan pengelolaan tenaga kerja;

f. Pemberian kerja darurat/sementara kepada penganggur ;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang 
Dinas.

Pasal 14

(1) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

(2) Seksi Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan ren­
cana program kerja, meneliti, mengumpulkan, mengolah dan 
menyajikan data di bidang kesejahteraan pekerja, kesejahteraan pe­
nganggur, guna menyusun naskah laporan Cabang Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(2) Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program kerja Cabang Dinas;

b. Pelaksanaan penelitian di bidang kesejahteraan pekerja, kesejahteraan 
penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur;

c. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang kesejahteraan 
pekerja, kesejahteraan penganggur, guna menyusun naskah laporan 
Cabang Dinas.

BABIV

TATAKERJA

Pasal 16

Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perburuhan sesuai de­
ngan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10
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e. Pelak~naan pengelolaan tenaga kerja ; 

f. Pemberian kerja darurat/sementara kepada penganggur ; 

g. Pelalcsanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleb Kepala Cabang 
Dinas. 

Pasall4 

(l) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas. 

(2) Selcsi Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan ren­
cana program kerja, meneliti, mengumpulkan, mengolah dan 
menyajikan data di bidang kesejabteraan pekerja, kesejahteraan pe­
nganggur, guna menyusun naskab laporan Cabang Dinas. 

PasallS 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimabud dalarn Pasal 13 ayat 
(2) Peraturan Daerah ini, Selcsi Bina Program mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana program kerja Cabang Dinas ; 

b. Pelaksanaan penelitian di bidang kesejahteraan pekerja, kesejahteraan 
penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur ; 

c. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang kesejahteraan 
pekerja, kesejahteraan penganggur, guna menyusun naskah laporan 
Cabang Dinas. ~ 

BAB IV 

TATAKERJA 

Pasal 16 

Kepala Cabang Dinas dalam melaksam1kan tugasnya berdasarkan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perburuhan sesuai de­
ngan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 17

(1)

(2)

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub 
Bagian,dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip kordinasi, in­
tegrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di dalam 
lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain yang sesuai 
dengan tugasnya masing-masing'.

Dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di 
bidang ketenagakerjaan, kepala CAbang Dinas wajib mengadakan kon­
sultasi dan kordinasi dengan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 
yang bersangkutan.

Pasal 18

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas, 
bertanggung jawab memimpin dan mengkordinasikan bawahannya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk 
bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk-petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing 
dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan 
lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Para Kepala Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha pada Cabang Dinas 
menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas dan Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Cabang Dinas.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja dalam lingkungan Cabang Dinas 
yang bersangkutan.

11

, 

Pual17 

(1) DalaJn melabaaakan tugunya Kepala Cabaag Diaas, Kepala Sub 
Bagiaa,daa para Kepala Seksi wajib wrapkan prinsip kordinasi, in­
tcgrasi. daa siakronisasi secara ve~ daa horizontal baik di dalam 
lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain yang sesuai 
dengan tugasnya masing-masing: · 

(2) Dalam melakukaa pereacanaan; pelaksanaan dan pengawasan di 
bidangketenagakerjaan, kepaJa CAbang Dina.s wajib mengadakankoo­
sultasi dan kordinasi deagan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 
yang bersangkutan. 

Pua) 18 

(1) Setiap Pimpinaa Satuan Orgaaisasi da1am lingkungan Cabang Dinas, 
bertanggung jawab memimpin dan mengkordioasikan bawahannya 
masing-masing dan memberikao bimbiogan scrta petunjuk-petunjuk 
bagi pelaksaaaao togas bawahaooya. 

(2) Setiap Pimpinan Saluan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk-petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing 
dan menyampailcan laporan berkala tepat pada waktunya. 

(3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan 
lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. 

Pasal 1, 
Para Kepala Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha pada Cabang Dinas 

menyampaikan laporan kepada Kepala Cabaug Dinas dan Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Cabang Dinas. 

Pual20 

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,tembusan 
laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisas.i Jain yang secara 
fungsional mempunyai bubungao kerja dalam lingkungan Cabang Dinas 
yangbersangkutan. 

11 
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Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dibantu oleh Pim­
pinan Satuan Organisasi bawahannya.

Pasal 22

Bagan susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini.

BABV

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan 
diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Per­
buruhan.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih 
lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BABVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

12

10 

Pasal21 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dibantu oleh Pim­
pinan Saluan Organisasi bawahannya. 

Pasal22 

Bagan susunan Organisasi Cabang Dinas sehagaimana tercantum dalam 
Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisabkao dari Peraturan 
Daerah ini. 

BABV 

KEPEGAWAIAN 

Pasall3 

Jeojang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal24 

Kepala Cabang Dinas. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan 
diberhcntikan oleh Gubemur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Per­
buruban. 

Pasal25 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih 
Janjut oleh Gubemur Kepala Daerah sepanjang'mengenai pelaksanaannya. 

BABVI 

KETENnJAN PENUTIJP 

Pasal26 

Pada saat berlakunya Peraturao Daerah ini, maka semua ketentuan yang 
berteotangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakao tidak berlaku lagi. 

12 
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Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang 8 Januari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KETUA

ttd.
ttd.

IR. SOEKORAHARDJO ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 
10 OKtober 1986 Nomor: 061.133^834.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor; 37 tanggal 17 Nopember 1986 Seri D No. 33.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP 010021090

13
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Pasal27 

Peraturan Daerab ini mulai berlaku pada tanggal diw:adangkan. 

Semarang 8 Januari 1986 

DBWANPERWAKILANRAKYATDAERAH GUBERNURKEPALJ\.DAERAH 

PROPINSI OAF.RAH TINGKA TI JAWA TENGAH TINGKA Tl JAWA 11:.NGAH 

KEilJA 

ttd, 

IR. SOFXORAHARDJO 

ltd, 

ISMAIL 

Disahkan oleh Menteri Da1am Negeri dengan surat keputusan tanggal 
10 OKtober 1986 Nomor : 061.133--834. 

Diundangkan Dalam Lembaran Daerab Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor ; 37 tanggal 17 Nopember 1986 Seri D No. 33. 

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I 
JAWATENGAH 

ttd. 

Dn. SOENARTEDJO 
NIP 010021090 
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PENJELASAN 
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

NOMOR: 3 TAHUN 1986

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG 
DINAS PERBURUHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang 
Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan 
Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja 
kepada Penganggur kepada Daerah-daerah jis Peraturan Menteri Per­
buruhan Nomor 18 tahun 1958 tentang Cara Pelaksanaan Penyerahan 
Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan 
Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan pemberian Kerja kepada Pe­
nganggur kepada Daerah-daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi 
dan Tatakerja Dinas Daerah, di Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 27 Januari 
1981, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah Nomor 36 tanggal 8 Juni Tahun 1981 Seri D Nomor 35.

Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juni 1982 
nomor 061/4943/SJ, maka di Jawa Tengah telah dibentuk Cabang Dinas Per­
buruhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah berdasarkan Surat 
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 
Desember 1982 Nomor 061.1/100/1982 tentang Pembentukan, Susunan Or­
ganisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah.

Sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 
Tahun 1982, antara lain dinyatakan bahwa persyaratan pembentukan 
Cabang Dinas adalah belum ada penyerahan sebagian urusan di bidang ter­
tentu dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II.
14

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWATENGAH 

NOMOR : 3 TAHUN 1986 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG 
DINAS PERBURUHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWATENGAH 

I. PENJELASAN UMUM: 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang 
Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan 
Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja 
kepada Penganggur kepada Daerah-daerah jis Peraturan Menteri Per­
buruhan Nomor 18 tabun 1958 tentang Cara Pelaksanaan Penyerahan 
Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan 
Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan pemberian Kerja kepada Pe­
nganggur kepada Daerah-daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 363 tahun 1977 tentangPedoman Pembentukan, Susunan Organisasi 
dan Tatakerja Dinas Daerah, di Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal '1:l Januari 
1981, dan diundangkan dalain Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah Nomor 36 tanggal 8 Juni Tahun 1981 Seri D Nomor 35. 

Sehubungan dengan Surat Menteri Dalatn Negeri tanggal 17 Juni 1982 
nomor 061/4943/SJ, maka diJawa Tengah telah clibentuk CabangDinas Per­
buruban Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah berdasarkan Surat 
Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 
Desember 1982 Nomor 061.1/100/1982 tentang Pembentukan, Susunan Or­
ganisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah. 

Sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 
Tahun 1982, antara lain dinyatakan bahwa persyaratan pembentukan 
Cabang Dinas adalah belum ada penyerahaa sebagian urusan di bidang ter­
tentu dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II. 
14 



Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan 
berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang ketenagakerjaan di Jawa 
Tengah, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi 
dan tatakeija Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
tengah.

Untuk maksud tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor363Tahun 1977jo Nomor 274Tahun 1982, dipandang 
perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Per­
buruhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s/d 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Sub a Perijinan yang dimaksud hanya khusus meliputi 
kegiatan-kegiatan yang berada dan untuk memper­
lancar tugas dalam ruang lingkup kewenangan 
Dinas Perburuhan.

Pasal 5 sub b s/d d : Cukup jelas.

Pasal 6 Susunan Organisasi ini adalah pencerminan tugas- 
tugas Dinas Perburuhan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 1 Tahun 1981.

Pasal 7 dan 8 Cukup jelas.

Pasal 9 sub a Cukup jelas.

Pasal 9 sub b Pengelolaan kepegawaian yang dimaksud meliputi 
perencanaan'kebutuhan pegawai, pengadaan, 
penggangkatan, kenaikan pangkat/gaji berkala, 
pemindahan, pemberhentian, pengembangan 
kesejahteraan pegawai, dan peningkatan pe- 
ngetahuan teknis tenaga perburuhan menegah dan 
dasar.

Pasal 9 sub c s/d g : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) Cukup jelas.
15

Untuk lcbih mcningkatkaa kclancaran dan pengembangan 
penyelcnapraan pcmerinluan clan pembugunan sccara berdaya guna dan 
berbasil guna, khususaya yang mca)iaiagku1 bidang ketcnagaketjaan di Jawa 
Tenga.h, maka perlu men.injau dan aienetapbn kembaliSusunan Organisasi 
dan tatakerja Cabang Dinas Perburuhan Propiosi Daerah T'mgkat I Jawa 
tengah. 

Untuk mabud tencbut diataa, scsuai dcngan Pasal 8 Keputusan Menteri 
Dawn Ncgeri Nomor363 TahUD lm jo Nomor 274Tahun 1982, dipandang 
pcrlu menetapkan Susunan Organisasi clan Tatakerja Cabang Dinas Per­
buruhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dcngan Peraturan Daerah. 

II. PENJEIMAN PA&\L DEMI PASAL: 

Pasal 1 s/d4 

Pasal5Suba 

Pasal 5 sub b std d 

Pasal6 

Pasal 7 dan8 

Pasal9suba 

Pasal9subb 

Pasal 9 sub c s/d g 

Pasal 10 ayat (1) 

CukupJelas. 

Perijinao yang dimaksud hanya khusus meliputi 
kegiatan-kegiatan yang berada dan untuk memper­
lancar togas dalam ruang lingkup kewenangan 
Dinas Perburuhan. 

Cukupjelas. 

Susunan Organisasi ini adalah penccrminan tugas­
tugas Dinas Perburuban sebagaimana diatur dalain 
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 1 Tahun 1981. 

Cukupjelas. 

Cukup jelas. 

Pengelolaan kepegawaian yang dimaksud meliputi 
perencanaan ·kebutuhan pegawai, pengadaan, 
penggangkatan, kenaikan panglcat/gaji berkala, 
pemindahan, pemberhentian, pengembangan 
kesejahteraan pcgawai, dan peningk-atan pe­
ogecahuan teknis ten.aga perburuhan menegah dan 
dasar. . 

Cukupjelu. 

Cukup jclas. 
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Pasal 11 sub a s/d c : Cukup Jelas

Pasal 10 ayat (2) Yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah 
masalah-masalah pencari kerja dan pekerja di 
dalam maupun di luar hubungan kerja.

Pasal 13 sub a dan b: Cukup jelas.

Pasal 11 sub d Yang dimaksud penyelesaian akhir perselisihan in­
dustrial adalah penyelesaian yang diteruskan 
kepada Instansi berwenang sesuai dengan Undang- 
undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan.

Pasal 11 sub c : Cukup Jelas.

Pasal 12 Cukup Jelas.

Pasal 13 Sub c Yang dimaksud bantuan sosial adalah bantuan 
kepada para penganggur/Pencari Kerja setelah 
mendapatkan bekal pendidikan ketrampilan agar 
bisa mandiri* misalnya tool kit (alat-alat kerja) 
ataupun modal berupa kredit uang atau barang.

Pasal 13 sub d Informasi Pasar Kerja adalah kegiatan mengadakan 
hubungan dengan perusahaan-perusahaan* Instan­
si-instansi dan unit-unit kerja untuk mendapat data.

- Pasar kerja adalah pertemuan antara penawaran 
tenaga kerja dengan permintaan kebutuhan tenaga 
kerja.

Pasal 13 sub e s/d g : Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 sub a Penyusunan rencana program kerja Cabang Dinas 
adalah menyusun rencana Proyek-proyek Pemba- 
nguan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyangkut 
tugas-tugas Dinas serta pengembangannya dalam 
bidang Kesejateraan Penganggur, Kesejahteraan 
Buruh* dan Pemberian Kerja kepada penganggur 
sampai kepada penganggarannya.

16

Pasal 10 ayat (2) Yang dimabud dcapn b:teoagakerjaan adalah 
mas.alab-masalah pencari kerja dan pekerja di 
dabtm maupUll di luar hubungan kerja. 

Pasal 11 sub a s/d c : Cukup Jelas 

Pasal llsubd 

Pasalllsubc 

Pasa112 

Yang dimaksud penyelesaian akhir perselisihan in­
dustrial adalah penyelesaian yang diteruskan 
kepada lnstansi berweoang sesuai dengan Undang­
undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian 
Perselisiban Perburuhan. 

Cukup Jelas. 

CukupJelas. 

Pasal 13 sub a dan b : Cukup jelas. 

Pasa113Subc 

Pasal 13subd 

Yang dimaksud bantuan sosial adalah bantuan 
kepada para penganggur/Pencari Kerja setelah 
mendapatkan bekal pendidikan ketrampilan agar 
bisa mandiri, misalnya tool kit (alat-alat kerja) 
ataupun modal berupa kredit uang atau barang. 

lnformasi Pasar Kcrja adalah kegiatan mengadakan 
hubungan dengan perusabaan-perusabaan, Instan­
si-instami dan unit-unit kerja untuk mendapat data. 

- Pasar kerja adalah pertemuan antara penawaran 
tenaga kerja dengan permintaan kebutuhan tenaga 
kerja. 

Paul 13 sub e s/d g : Cukup jela. 

Pasal 14 Cukup jelas. 

Pasal 15 sub a Penyusunan rencana propam kerja Cabang Dinas 
adalah menyusua rencana. Proyek-proyek Pemba­
nguan dan kcgiatan-kcgiatan lain yang menyangkut 
tugas-tugas Dinas serta pengembanganoya dalam 
bidang Kescjatcraan Pcnganggur, Kesejahtcraan 
Buruh. dan Pemberian Kerja kepada penganggur 
sampai kcpacb pcmpnga,rannya. 
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Pasal 15 sub b s/d d :

Pasal 16 dan 17

Pasal 18

Pasal 19 S/d 27

- Yang dimaksud penelitian adalah meneliti hasil 
kegiatan di bidang Kesejahteraan Penganggur dan 
Pemberian Kerja kepada Penganggur sebagai 
bahan naskah laporan.

Cukup jelas.

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan Satuan Organisasi adalah 
Sub Bagian dan Seksi dari Cabang Dinas Per­
buruhan yang terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian dan 3 
(tiga) Seksi.

Cukup jelas.

17

- Y mg dimabud penclitian adalah meaeliti basil 
kegiatan di bidang Kesejahtcraan Penganggur dan 
Pcmberian Kcrja kcpada Pcnganggur scbagai 
bahan naskah laporan. 

Pasal 15 sub b s/d d : Cukup jelas. 

Pasal 16 dan 17 

Pasa118 

Pasal 19 S/d 27 

Cukupjclas 

Yang dimaksud deogan Satuan Organisasi adalah 
Sub Bagian dan Seksi dari Cabang Dinas Per­
buruhan yang terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian dan 3 
(tiga) Seksi. 

Cukup jelas. 
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Lampiran!: Peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah

Nomor 
Tanggal

: 3 Tahun 1986 
: 8 Januari 1986

CABANG DINAS PERBURUHAN 
PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH

NOMOR
WILAYAH PEMBANTU 

GUBERNUR CABANG DINAS

1 2 3

1. SEMARANG 1. Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
3. Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
5. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak
6. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan

2. SURAKARTA 1. Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Sukohardjo
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten 
4 Kabupaten Daerah Tingkat n Boyolali
5. Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sragen
6. Kabupaten Daerah Tingkat II Karang
7. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri

3. KEDU 1. Kotamadya Daerah Tingkat 11 Magelang
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
5 Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung 
6. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo

4. PATI 1. Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
2 Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
5. Kabupaten Daerah Tingkat II Blora

5. PEKALONGAN 1. Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan
2. Kabupaten Daerah Tingkat H Pekalongan
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
4. Kabupaten Daerah Tingkat D Batang
5. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes 
e. Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 
7. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal

6. BANYUMAS 1. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
2. Kabupaten Daerah Tingkat 11 Cilacap
3. Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banjarnegara
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga

18

NOMOR 

,. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Lampi,an I: Peraturan Dae rah Propinsi 
Daenh nngkat I Jawa Tengah 

Nomor 
Tanggal 

: 3 Tahun 1986 
: BJanuari 1986 

CABANG DINAS PERBURUHAN 
PROPINSI DAERA~ TINGKA TI JA WA TENGAH 

WILAYAH PEMBANTU 
CA8ANG DtNAS GUBERNUR 

2 3 

SEMARANG ,. Kalamadya Daerllh Tingkal II Semarang 
2. Kabupal..., DHtah Tlngkal II Semarang 
3. Kclamadya Oaerah Tingkal II S&latig,o 
4. Ka.bupalen Oae,llh Tlnglal1 II Kendal 
!5. Kabupalen O.e,ah Tlnglalt 11 Damak 
6. Kabupalen Daerah Tlngkal II Grobogan 

SURAKARTA 1. Kclamadya OMfah Tlngkal II Surakarla 
2. Kabupalen O..rah Tingkal II SullOhardjo 
3. KabuP91■n Daerah lingklll II KJ.l•n .. Kabupalen Daerllh Tlngkel n Boyolali 
!5. Kabupalen Daerllh Tlngkel 11 Sragen 
8. Kabupalen Daerllh Tlngkel II Karang 
7. l<abupalen Daerah Tinglall II Wonoglr1 

KEDU 1. Kolarnaclya Daerllh Tingkel II Magelang 
2. Kabupaten Daerah Tingkal II Magelang 
3. Kabupalen Daer■h Tingkel It Pu.-rejo 
-4. Kabupalen Daerllh Tingka! II Kabumen 
!5. Ka.bupaten Daerah Tinglal1 II Teman99ung 
8. Kabupaten Daerllh Tlngkal 11 Wono,obo 

PATI 1. Kabupalen Daerah linglalt II Pati 
2. Kabupaten Durah Tingkal II Kudus 
3. Kabupaten Oaerah Tingkal II Jepa,11 
-4. Kabupaten Durah lingllal II Rembang 
!5. Kabupat■n Daerah Tlngkel u Blora 

PEKALONGAN 1. Kotamac!ya Oaerah Tingklll II f'akalongan 
2. Kabupaten OMrah Tinglall n Pekalongan 
3. Ka.bupaten Durah Tlnga:I n "9malang ... Kat,ypaten Daerah Tingkal n Bmng 
!5. i<at,ypalen ::>Mrah Tingql II e,_,.. 
8. Kolamadya Du<ah Tingkal II legal 
7. Kabupalen Dae rah Tingllal II T egal 

I BANYUMAS 
,. Kabupat•n Daerllh Tlngklll II BanyumM 
2. Kabupalen DMrllh Tlngkld II Cilaeap 
3. Kabupaten Daerllh Tlngkld 11 Banjarnega,a 
-4. Kabupal■n Daerah lingkal II Purballngga 



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
CABANG DINAS PERBURUHAN 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Lampiran II: Peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah

Nomor : 3 Tahun 1986
Tanggal : 8 Januari 1986
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DAGAN SUSUNAN OROANISASI 
CASANO DINAS PERBURUHAN 

PROPINSI DAER.AH TINGKATI JAWA TENOAH 

l..ampirn II ~ Peraturan Daerah P-ropin&i 
Dacrah Tnapat I Jawa Tenpb 

SEKSI 
KFSFJAHTERAAN 

BURUH 

SUB BAOIANTATA 
USAHA 

Nomor 
Tangal 

KBPAIA C.ABANG 
DINAS 

; 3 Tahun 1986 
: 8Januari 1986 

SEICSI SEKSI 
KESEJAHTERAAN 

PENGANGGUR DAN 
PEMBERIAN KERJA KEPADA 

PENGANGGUR 

BINA PROGRAM 
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